BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 4| TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Menimbang

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI CILACAP,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Nomor : PER-21/PB/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap serta dalam rangka tertib administrasi
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat,

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu
adanya pedoman pelaksanaannya;

bahwa Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 05 Tahun 2012 sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan dan berdasarkan
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86
Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun
2012, perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;



Mengingat

10.

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43595);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor
8);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang
telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap tanggal 4 Januari
2012 Nomor 05 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Untuk perjalanan dinas anggota DPRD setara dengan perjalanan dinas
tingkat C (Eselon II).

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus dan merubah ayat (3) menjadi ayat
(2), ayat (4) menjadi ayat (3), ayat (5) menjadi ayat (4) dan ayat (6) menjadi
ayat(5).

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

eapka“ T IFWR 2012

Diundangkan dj Cilaca

pada tanggal 7 MMf ?M?

ARIS DAERAH
CILACAP,




